BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Biro Hukum adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi. 
	
B. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
A.	Tugas
Sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi.
“Biro Hukum  mempunyai tugas  membantu Sekretaris Daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan  di bidang penyusunan perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah,bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

B.	Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Biro Hukum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia.
b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan.
c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;.

C. Struktur Organisasi
Mengacu kepada Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, makastruktur organisasi yang terdapat pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sebagai berikut : 
a. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
· Sub Bagian Tata Hukum.
· Sub Bagian Rancangan Hukum, Telaahan dan Pengesahan.
· Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
b. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
· Sub Bagian Sengketa Hukum.
· Sub Bagian Bantuan Hukum.
· Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.
c. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kab/Kota terdiri dari :
· Sub Bagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
· Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
· Sub Bagian Tata Usaha Biro.   






Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai yang terdiri atas : 
1. Pejabat  Struktural 			13 orang
2. Pejabat Fungsional			-    orang
3. Pelaksana 				20 orang 
Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2016 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan. 

 (
Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 20
11
.
)Tabel 

	NO
	JENIS JABATAN
	GOLONGAN PEGAWAI
	JUMLAH

	
	
	IV
	III
	II
	I
	(orang)

	
1
2
3
4

	
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
PELAKSANA
	
1
3
-
2
	
-
-
9
18
	
-
-
-
-
	
-
-
-
-
	
1
3
9
20

	
	JUMLAH
	6
	27
	-
	-
	33



Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistimatik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1. Kegiatan penataan administrasi Tata Usaha
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Kegiatan penyusunan program/kegiatan, monitoring dan pelaporan capaian kinerja Biro Hukum.
III. Program perencanaan dan penataan peraturan daerah provinsi.
1. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan penelitian/pengkajian draf peraturan Gubernur
4. Kegiatan penelitian/pengkajian terhadap draf keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur Jambi
5. Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antara peraturan perundang-undangan Daerah.
IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
1. Kegiatan rakor hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan monitoring/pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan peraturan Bupati/Walikota
4. Kegiatan evaluasi dan fasilitasi Ranperda, Ranperbup/Ranperwako, Rancangan peraturan DPRD Kab/Kota.
V. Program Advokasi Hukum dan HAM
1. Kegiatan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di luar pemerintah daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat
2. Kegiatan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Kegiatan pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi
4. Kegiatan peningkatan dan pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di Provinsi Jambi
5. Kegiatan bantuan hukum dan Konsultasi hukum bagi masyarakat miskin secara Cuma-Cuma
6. Kegiatan inventarisasi dan pengkajian terhadap konflik/sengketa hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
VI. Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
1. Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
2. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan

D. SUMBER DAYA MANUSIA
a. Tantangan pengembangan pelayanan Biro Hukum :
1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang penguasaan teknologi informasi dan keuangan.
2. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di tingkat pengadilan.
3. Belum seluruhnya SKPD pemrakarsa pembuatan Perda/Pergub mau menyampaikan soft copy. 
b. Peluang pengembangan pelayanan Biro Hukum :
1. Ketersediaan anggaran.
2. Dukungan moral dan motivasi dari Pimpinan terutama dari penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Motivasi yang tinggi dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan kepada dinas/instansi.
4. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
5. Tersedianya produk-produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh SKPD.

E. VISI DAN MISI BIRO HUKUM 
0. VISI
Visi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah “Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum dalam rangka penguatan otonomi daerah Provinsi Jambi”.
0. MISI
Guna pencapaian Visi dimaksud telah ditetapkan misi yang harus dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, yaitu :
1. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta Telaahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pelayanan Bantuan Hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpadu dan terorganisir.
3. Menjadikan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Sarana dan Prasarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara mudah, tepat dan akurat.
4. Melakukan Inventarisasi, Evaluasi, pengkajian, Klarifikasi dan monitoring terhadap produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

F. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO HUKUM
1. Tujuan
Bertolak dari Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
1.  Terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintahan daerah.
1. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

2. Sasaran
	Untuk mencapai hasil secara nyata Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah  :
1. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.
1. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1. Terevaluasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :







8


Indikatordan Target Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD2016-2021
(Biro Hukum)
	1. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	100%
(3496 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi )
	100%
(600 Produk Hukum Provinsi)
	100%
( 7096 Produk Hukum Provinsi )

	2. Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	100%
(520 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(100 Produk Hukum Kab/Kota)
	100%
(600 Produk Hukum Kab/Kota)

















Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode Rekening
	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Indikator Kinerja Program (Outcome)
	Capaian Kinerja awal RPJMD (2015)
	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan 
	Kinerja pada akhir periode Renstra
	Unit Kerja Penanggung Jawab
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tahun 2016
	Tahun  2017
	Tahun  2018
	Tahun  2019
	Tahun  2020
	Tahun  2021
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp Jt
	Target
	Rp Jt
	Target
	Rp Jt
	Target
	Rp Jt
	Target
	Rp Jt
	Target
	Rp Jt
	
	
	

	 
	 
	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancanagan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Meningkatnya penataan produk hukum dan meningkatnya budaya taat hukum
	
	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	 
	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	100%          ( 3496 Produk Hukum Provinsi )
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	619,000,000
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	1,150,000,000
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	1,280,000,000
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	1,340,000,000
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	1,450,000,000
	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi )
	1,840,000,000
	100%          ( 7096 Produk Hukum Provinsi )
	Biro Hukum
	 

	
	
	
	
	 
	Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 
	Jumlah  Perda dan pergub Provinsi jambi yang  dikaji dan  dievaluasi
	50 Perda dan Pergub
	10 Perda dan Pergub
	106,000,000
	10 Perda dan Pergub
	200,000,000
	10 Perda dan Pergub
	250,000,000
	10 Perda dan Pergub
	270,000,000
	10 Perda dan Pergub
	280,000,000
	10 Perda dan Pergub
	290,000,000
	110 Perda dan Pergub
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun
	5 dok prolegda
	1 dok prolegda
	80,000,000
	1 dok prolegda
	100,000,000
	1 dok prolegda
	110,000,000
	1 dok prolegda
	120,000,000
	1 dok prolegda
	130,000,000
	1 dok prolegda
	150,000,000
	11 dok Prolegda
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur
	Jumlah  Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	302 Pergub
	50 Pergub
	120,000,000
	50 Pergub
	170,000,000
	50 Pergub
	180,000,000
	50 Pergub
	200,000,000
	50 Pergub
	220,000,000
	50 Pergub
	230,000,000
	602 Pergub
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegitan: Penelitan / Pengkajian Terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Intruksi Gubernur Jamabi 
	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan
	3132 SK dan Instruksi
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	96,000,000
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	180,000,000
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	190,000,000
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	200,000,000
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	220,000,000
	540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	240,000,000
	3240 SK dan Instuksi Gub Jambi
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan
	62 perda
	12 perda
	217,000,000
	12 perda
	500,000,000
	12 perda
	550,000,000
	12 perda
	550,000,000
	12 perda
	600,000,000
	12 perda
	700,000,000
	134 perda
	 
	 

	
	
	
	Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	 
	Program pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota di provinsi jambi
	Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi
	100% ( 520 Produk Hukum Kab/Kota)
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	483,000,000
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	940,000,000
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	940,000,000
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	940,000,000
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	940,000,000
	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)
	940,000,000
	16,6% (1200 Produk Hukum Kab/Kota)
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan : Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota
	Jumlah Rakor  Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi
	2 Rakor
	1 rakor
	53,000,000
	1 rakor
	120,000,000
	1 rakor
	120,000,000
	1 rakor
	120,000,000
	1 rakor
	120,000,000
	1 rakor
	120,000,000
	8 rakor
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada kabupaten /kota  
	0
	1 Bintek
	56,000,000
	1 Bintek
	120,000,000
	1 Bintek
	120,000,000
	1 Bintek
	120,000,000
	1 Bintek
	120,000,000
	1 Bintek
	120,000,000
	6 Bintek
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan : Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
	Jumlah  produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikasi
	140 perda dan Perbub/Perwako
	50 perda dan Perbub/Perwako
	118,000,000
	50 perda dan Perbub/Perwako
	250,000,000
	50 perda dan Perbub/Perwako
	250,000,000
	50 perda dan Perbub/Perwako
	250,000,000
	50 perda dan Perbub/Perwako
	250,000,000
	50 perda dan Perbub/Perwako
	250,000,000
	440 perda dan Perbub/Perwako
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya perlindungan hukum dan budaya taat hukum masyarakat Provinsi Jambi
	 
	 
	Kegitan : Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten   /Kota
	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi
	380 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	256,000,000
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	450,000,000
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	450,000,000
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	450,000,000
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	450,000,000
	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	450,000,000
	860 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	 
	 

	
	
	
	Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi
	 
	Program Advokasi Hukum dan HAM
	Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi
	100%
	100%
	949,000,000
	100%
	1,320,000,000
	100%
	1,440,000,000
	100%
	1,525,000,000
	100%
	1,620,000,000
	100%
	1,705,000,000
	95%
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Kegiatan: Peningkatkan Koordinasi dan Singkronisasi dangan Intansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
	17
	4
	125,000,000
	4
	150,000,000
	4
	170,000,000
	4
	180,000,000
	4
	190,000,000
	4
	200,000,000
	41
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasaalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum
	30 Kasus
	7 Kasus
	482,000,000
	10 Kasus
	600,000,000
	10 Kasus
	650,000,000
	11 Kasus
	660,000,000
	12 Kasus
	680,000,000
	15 Kasus
	690,000,000
	58 Kasus
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM  di Provinsi Jambi
	Jumlah kasus HAM yang  dikaji/terinventarisir
	35
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	73,000,000
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	120,000,000
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	120,000,000
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	130,000,000
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	140,000,000
	11 pengkajian dan menginpetasisir 
	150,000,000
	111 pengkajian dan menginpetasisir 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi
	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi
	5 Rakor HAM
	1 Rakor HAM
	132,000,000
	1 Rakor HAM
	180,000,000
	1 Rakor HAM
	200,000,000
	1 Rakor HAM
	225,000,000
	1 Rakor HAM
	250,000,000
	1 Rakor HAM
	275,000,000
	11 Rakor HAM
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan : Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Cuma-Cuma
	Jumlah Bantuan Hukum dan Konsultasi hukum
	0
	5 Bantuan
	137,000,000
	10 Bantuan
	150,000,000
	10 Bantuan
	170,000,000
	11 Bantuan
	180,000,000
	13 Bantuan
	190,000,000
	15 Bantuan
	200,000,000
	64 Batuan
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan : Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah 
	Jumlah  Konflik/ Sengketa Hukum yang dikaji
	0
	0
	0
	25 kajian
	120,000,000
	25 kajian
	130,000,000
	25 kajian
	150,000,000
	25 kajian
	170,000,000
	25 kajian
	190,000,000
	120 kajian
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancanagan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah
	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik
	 
	Program  dokumentasi dan informasi produk hukum
	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik
	100%
	100%
	698,000,000
	100%
	390,000,000
	100%
	430,000,000
	100%
	470,000,000
	100%
	500,000,000
	100%
	420,000,000
	20%
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan:  Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum
	62 Perda dan 302 Pergub
	12 Perda dan 50 Pergub
	192,000,000
	12 Perda dan 50 Pergub
	200,000,000
	12 Perda dan 50 Pergub
	220,000,000
	12 Perda dan 50 Pergub
	240,000,000
	12 Perda dan 50 Pergub
	250,000,000
	12 Perda dan 50 Pergub
	160,000,000
	134 Perda dan 602 Pergub
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan 
	0
	4 Perda/Pergub
	30,000,000
	8 Perda/Pergub
	70,000,000
	8 Perda/Pergub
	80,000,000
	8 Perda/Pergub
	90,000,000
	8 Perda/Pergub
	100,000,000
	8 Perda/Pergub
	100,000,000
	44 Perda/Pergub
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Kegiatan:  Publikasi peraturan perundang-undangan
	Jumlah Peraturan Perundang -Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa
	25 Perda/Pergub
	5 Perda/Pergub
	112,000,000
	6 Perda/Pergub
	120,000,000
	7 Perda/Pergub
	130,000,000
	8 Perda/Pergub
	140,000,000
	9 Perda/Pergub
	150,000,000
	10 Perda/Pergub
	160,000,000
	70 Perda/Pergub
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksinya
	30%
	30%
	182,000,000
	40%
	300,000,000
	50%
	320,000,000
	60%
	330,000,000
	70%
	350,000,000
	80%
	350,000,000
	80%
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Penataan administrasi Tata Usaha Biro Hukum
	Persentase pelayanan administrasi tata usaha Biro yang difasilitasi
	100%
	100%
	182,000,000
	100
	300,000,000
	100%
	320,000,000
	100%
	330,000,000
	100%
	350,000,000
	100%
	350,000,000
	100%
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	Nilai SAKIP
	cc
	cc
	77,000,000
	cc
	120,000,000
	≥ cc
	130,000,000
	≥ cc
	140,000,000
	≥ cc
	150,000,000
	≥ B
	160,000,000
	≥ B
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	Kegiatan: Penyusunan Program/Kegiatan,Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum
	Jumlah  Renja
	5 dok
	1 dok
	77,000,000
	1 dok
	120,000,000
	1 dok
	130,000,000
	1 dok
	140,000,000
	1 dok
	150,000,000
	1 dok
	160,000,000
	11 dok
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Jumlah LPPD
	5 dok
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	11 dok
	
	

	
	
	
	
	
	
	Jumlah LKPJ
	5 dok
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	11 dok
	
	

	
	
	
	
	
	
	Jumlah  LKj
	5 dok
	1 dok
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	2 dok
	
	

	
	
	
	
	
	
	Jumlah  Laporan 6 januari
	5 dok
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	1 dok
	
	11 dok
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah
	2,846,000,000
	 
	3,940,000,000
	 
	4,240,000,000
	 
	4,435,000,000
	 
	4,680,000,000
	 
	5,085,000,000
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BAB II
RENCANA KINERJA

Pada tahun 2018 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi membuat Perjanjian kinerja sebagai berikut:

	
	 
	 

	SasaranStrategis
	IndikatorKinerja
	Target

	(1)
	(2)
	(3)

	 
	 
	 

	Melaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro.
	Terselenggaranya urusan Tata Usaha Biro dengan baik


	· 100%




	Melaksanakan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan , Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum.
	1. Jumlah  Renja.
2. Jumlah LPPD
3. Jumlah LKPJ 
4. Jumlah  LKj
5. Jumlah  Laporan 6 januari

	· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen 

	Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada kabupaten /kota  
	· 1 kali bimtek


	Melaksanakan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota.
	Jumlah Rakor  Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor


	Melaksanakan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi.
	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor HAM


	Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah  Perda dan pergub Provinsi jambi yang  dikaji dan  dievaluasi
	· 10 Perda dan Pergub

	MelaksanakanKegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah dokumen Propemperda Provinsi Jambi yang disusun 
	· 1 dok propemperda

	Melaksanakan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur.
	Jumlah  Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	· 50 Pergub



	Melaksanakan Penelitian/Pengkajian Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur.
	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan
	· 540 SK dan Instuksi Gub Jambi

	Melaksanakan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih tinggi dari Keserasian antar antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
	naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
	· 10 Perda





	Melaksanakan Monitoring/Pemantauan terhadap tindank lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi  Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota.
	Jumlah  produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikas
	· 50 Perda dan Perbub/perwako Kab/kota

	Melaksanakan Evaluasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub, Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.
	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi
	· 80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota

	Melaksanakan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
	Jumlah Kabupaten/Kota pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum
	· 11 Kab/Kota

	Melaksanakan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum
	· 12 Perda dan 50 Pergub

	MelaksanakanSosialisasi Peraturan Perundag-Undangan.
	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan 
	· 4 Perda/Pergub

	Melaksanakan Pulikasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah Peraturan Perundang -Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa
	· 5 Perda/Pergub

	Melaksanakan Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum
	· 7 Kasus

	Melaksanakan Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi. 
	Jumlah kasus HAM yang  dikaji/terinventarisir
	· 11 kajian

	Melaksanakan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat secara Cuma-Cuma.
	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Konsultasi Hukum
	· 11 kab/kota











BAB III 
		AKUNTABILITAS KINERJA

1. Akuntabilitas 

Laporan Akuntabilitas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dari dana APBD sebesar Rp. 2.250.000.000,00,- ( Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Pada Bab ini akan diuraikan hasil capaian indikator utama, evaluasi dan analisis kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, serta pertanggungjawaban dari aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permaslahan terkait beserta strategi pemecahan masalah.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

	Pengukuran kinerja adalah sebuah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian tiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 
	Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi untuk  mewujudkan Visi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. 


1. 	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didapatkan dari data kinerja yang akurat dari bagian-bagian pada Biro Hukum sendiri, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja organisasi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas, target dan Realisai Kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2015 dapat kami tampilkan pada tabel sebagai berikut :
	
	
	 
	 
	

	No
	Kegiatan
	Indikatot
	Target
	Realisasi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	 
	 
	 
	

	1
	Kegiatan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro.
	Terselenggaranya urusan Tata Usaha Biro dengan baik


	· 100%



	· 100%


	2
	Kegiatan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan , Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum.
	1. Jumlah  Renja.
2. Jumlah LPPD
3. Jumlah LKPJ 
4. Jumlah  LKj
5. Jumlah  Laporan 6 januari

	· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen 
	· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen
· 1 Dokumen

	3
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada kabupaten /kota  
	· 1 kali bimtek

	· 1 kali bimtek

	4
	Kegiatan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota.
	Jumlah Rakor  Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor

	· 0 kali Rakor


	5
	Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi.
	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor

	· 1 kali Rakor


	6
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah  Perda dan pergub Provinsi jambi yang  dikaji dan  dievaluasi
	· 10 Perda dan Pergub
	· 12 Perda dan Pergub

	7
	KegiatanKegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun 
	· 1 dok prolegda
	· 1 dok prolegda

	8
	Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur.
	Jumlah  Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	· 50 Pergub


	· 63 Pergub



	9
	Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur.
	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan
	· 540 SK dan Instuksi Gub Jambi
	· 1045 SK dan Instuksi Gub Jambi

	10
	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih tinggi dari Keserasian antar antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
	naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
	· 12 Perda




	· 12 Perda

	· 

	11
	Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindank lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi  Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota.
	Jumlah  produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikas
	· 50 Perda dan Perbub/perwako Kab/kota
	· 50 Perda dan Perbub/perwako Kab/kota

	12
	Kegiatan Evaluasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub, Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.
	Jumlah  produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikasi
	· 50 perda dan Perbub/Perwako
	· 50 perda dan Perbub/Perwako


	13
	Kegiatan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi
	· 80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota
	· 80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota

	14
	Kegiatan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum
	· 12 Perda dan 50 Pergub
	· 12 Perda dan 50 Pergub

	15
	KegiatanSosialisasi Peraturan Perundag-Undangan.
	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan 
	· 4 Perda/Pergub
	· 4 Perda/Pergub

	16
	Kegiatan Pulikasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah Peraturan Perundang -Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa
	· 5 Perda/Pergub
	· 5 Perda/Pergub

	17
	Kegiatan Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum
	· 7 Kasus
	· 7 Kasus

	18
	Kegiatan Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi. 
	Jumlah kasus HAM yang  dikaji/terinventarisir
	· 1 Rakor HAM
	· 11 Kasus

	19
	Kegiatan Bantuan Hukum dan Konsultasu Hukum Bagi Masyarakat secara Cuma-Cuma.
	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi
	· 0 Bantuan
	· 0 




B. Analisis Capaian Kinerja.
Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.
Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 1 dibawah ini :







Tabel  1.  Kerangka Pengukuran Kinerja

	Persentase Pencapaian Sasaran
	Kriteria

	≥ 100 %
	Sangat Baik

	90-100 %
	Baik

	70 % - 89,99 %
	Cukup Baik

	50 % - 69,99 %
	Kurang Baik

	≤ 49,99 %
	Tidak Baik



Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang      Pedoman     Umum   Penetapan Indikator Kinerja Utama  maka Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana  Strategis   Biro Hukum Setda Provinsi    Jambi  Tahun 2016 - 2021.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah bagai berikut :

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016         s/d  2021

a. terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	
1. Jumlah Perda
	
No.
	
Tahun
	Jumlah Perda provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	12 perda
	10 Perda
	80

	Jumlah
	12 perda
	10 Perda
	80

	Kreteria
	Cukup Baik





2. Jumlah Pergub
	
No.
	
Tahun
	Jumlah pergub yang diselesaikan.

	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	50 Pergub
	46 Pergub
	92

	Jumlah
	50 Pergub
	46 Pergub
	92

	Kreteria
	Baik



3. Jumlah SK Gub
	
No.
	
Tahun
	Jumlah SK Gub.provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	500 SK GUB.
	1.474 SK GUB.
	294

	Jumlah
	500 SK GUB.
	1.474 SK GUB.
	294

	Kreteria
	Sangat Baik




b. Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.

1. Persentase penurunan kasus pelanggaran HAM.
	
No.
	
Tahun
	Penurunan kasus HAM
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	40 % 
	35 % 
	87,5

	Jumlah
	150 %
	140 %
	93,3

	Kreteria
	Baik



2. Jumlah kasus yang diselesaikan.
	
No.
	
Tahun
	Jumlah kasus yang diselesaikan
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	7 kasus
	10    kasus
	142

	Jumlah
	7 kasus
	10    kasus
	142

	Kreteria
	Sangat Baik





3. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

1. Jumlah buku himpunan lembaran daerah dan berita daerah, keputusan gubernur, keputusan sekda, warta Per- UU an dan katalok perda serta persentase pelayanan untuk memperoleh informasi hukum secara muda, cepat dan akurat melalui jarinag web site.

	
No.
	
Tahun
	Jumlah buku himpunan lembaran daerah dan berita daerah, keputusan gubernur, keputusan sekda, warta Per- UU an dan katalok perda serta persentase pelayanan untuk memperoleh informasi hukum secara muda, cepat dan akurat melalui jarinag web site
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	· 200 Buku Himpunan
· 25 wartan Per-UU an
· 20 Kep Gub
· 15 Kep Sekda
	· 200 Buku Himpunan
· 25 wartan Per-UU an
· 20 Kep Gub
· 15 Kep Sekda
	100

	Kreteria
	Sangat baik



2. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang isi dan makna produk-produk hukum.
	
No.
	
Tahun
	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan serta persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang isi dan makna produk-produk hukum
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	5  Publikasi
	4  Publikasi
	80

	Jumlah
	5  Publikasi
	4  Publikasi
	80

	Kreteria
	Cukup baik



4. Terevaluasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Dievaluasi
	
No.
	
Tahun
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Dievaluasi
produk-produk hukum
	% 
Capaian

	
	
	Target Renstra 2016-2021
	Realisasi
	

	1.
	2018
	80 Perda/Pergub/Perwako
	124 Perda/Pergub/Perwako
	155

	Jumlah
	80Perda/Pergub/Perwako
	124 Perda/Pergub/Perwako
	155

	Kreteria
	Sangat baik





C. Analisis kendala,Permasalahan dan alternative solusi yang dikeluarkan.

	Kendala/Permasaalahan.	
		Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 tidak terlepas juga dari hambatan, kendala dan permasalahan yang masih ditemui, antara lain :
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional di bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi.
2. Masih terbatasnya penguasaan substansi dan teknis dalam penyusunan produk hukum pada SKPD Pemrakarsa. 

	Solusi
Upaya Biro Hukum Setda Provinsi jambi dalam peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bintek Penyusunan produk hukum dan advokasi yang diadakan oleh Kementerian  yang membidanginya.
2. Biro hukum akan mengadakan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan dangan mengikutsertakan SKPD. 







D. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi tersedia anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,-, adapun realisasi anggaran keuangan dan fisik  sebagaimana daftar terlampir.
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BAB IV
PENUTUP

	Laporan Kinerja (LKj) merupakan implementasi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
	Secara umum dari program yang telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan, telah terlaksana dengan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumberdaya aparatur serta fasilitas yang tersedia pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. 
	Meskipun secara umum kinerja Biro Hukum telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.
	Laporan Kinerja (LKj)Tahun 2018 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini merupakan produk yang telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Namun demikian, LKj ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif guna penyempurnaan dan  pengembangan  sistem Akuntabilitas Publik dilingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi masih sangat diperlukan, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum diharapkan akan lebih baik dan sempurna pada tahun-tahun yang akan datang.      
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